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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Faktor penting yang berperan dalam upaya penegakan hukum yang 

terjadi dalam masyarakat adalah tegaknya para Aparat Penegak Hukum dalam 

mengemban tugas dan amanahnya, hal ini disebabkan aparat penegak hukum 

merupakan subjek dan objek dari hukum, artinya selain sebagai aparat yang 

bertugas untuk memberikan perlindungan dan ketentraman serta rasa keadilan 

pada masyarakat aparat juga sebagai masyarakat biasa lepas dari jangkauan 

hukum. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang 

dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka 

menolong mereka sendiri, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang 

dirasakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum atau 

sebagai social control. Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan 

hukum bukanlah tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas 

dari masyarakat juga dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya 

yang merugikan masyarakat.  

Hukumnberfungsinsebagai perlindungan kepentingan manusia, jadi 

agarnkepentingannmanusianterpenuhi hukumu harusu dilaksanakan. 

Pelaksanaanuhukum dapatuberlangsung secaraunormal, damai tetapi udapat 

terjadiujuga karena pelanggarannhukum, yang berakibat hukumuyang 

dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakannhukumninilahnhukumnitu 
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menjadi kenyataan.
1
 Pembangunannhukum memberikannposisi yang strategis 

terhadapupenegakanuhukum.Penegakan uhukum dalamupengertian yanguluas 

meliputi seluruh aspek ukehidupan masyarakat uberbangsa dan ubernegara, 

sedangkanndalam arti sempit penegakannhukumnterbatas dalam proses 

litigasi di pengadilannbaik dalamuperkarauperdata, tatauusahaunegara dan 

dalamnperkaranpidana termasuk prosesnpenyelidikan, upenyidikan, 

penuntutan uhingga pelaksanaan ukeputusan pengadilan uyang telah 

mempunyai ukekuatan hukum utetap.
2
 

Pengertian utentang penegakan uhukum sendiri utelah disampaikan 

oleh ubeberapa ahliuhukum. Soerjono uSoekanto mengartikan upenegakan 

hukum sebagai kegiatannmenyerasikan hubunganunilai-nilai yang terjabarkan 

di dalam kaidah-kaidahuyang mantapuserta sikapntindak lakunsebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankannkedamaian pergaulanuhidup.
3
 Jimly Asshiddiqie 

memberikanupengertian tentang upenegakan hukum usecara usempit terbatas 

dalam ukonteksupenegakan hukumupidana yaitu sebagai usegala kegiatan 

penindakan uterhadapu setiap upelanggaran uatau penyimpangan uterhadap 

peraturan perundang-undangan, ukhusunya uyang ulebih usempit ulagi 

                                                           
1
 SudiknouMertokusumo,uMengenal HukumuSuatu Pengantar uLiberty,uYogyakarta, 2005, 

hlm.160. 
2
 MarwanuEffendy,uDiskresi, PenemuanuHukum,uKorporasiudan TaxuAmnestyuDalam 

Penegakan uHukum,uReferensi,uJakarta, 2012, hlm.1. 
3
 SoerjonouSoekanto uFaktor-Faktor yanguMempengaruhiuPenegakanuHukum, RajaGrafindo 

Jakarta, Jakarta, 2014, hlm.5 
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melalui prosesnperadilannpidana yangnmelibatkannperan aparat kepolisian, 

kejaksaan, advokatnatau pengacarandannbadan-badanuperadilan.
4
 

PenegakanuhukumudalamusistemuperadilanupidanaumenurutuMuladi 

danuBardauNawawiuAriefuberfungsi sebagainsalah satu usaha dalam 

menanggulangi kajahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana 

yangnrasional. Penegakanu hukumupidana yangu rasional tersebututerdiri dari 

tiga tahap, yaitu :
5
 

1. TahapuFormulasi, adalahutahap penegakanuhukum pidanau in 

abstracto oleh badannpembentuknundang-undang. Dalam tahap 

ininpembentuknundang-undangumelakukanukegiatan umemilih 

nilai-nilaiuyang sesuaindengan keadaanu dan situasiumasa kini 

danumasa yangnakan datang, kemudiannmerumuskannyandalam 

bentukuperaturanuperundang-undanganupidana untuk umencapai 

hasiluperundang-undanganupidana yangupaling baik, dalamuarti 

memenuhiusyaratnkeadilanudan daya uguna. Tahapuini dapatujuga 

disebut denganutahap ukebijakanulegislatif.  

2. TahapuAplikasi, tahapnpenegakannhukum pidana (tahap 

penerapan hukumupidana) olehuaparat-aparat penegakuhukum 

mulaiudari kepolisian, kejaksaanuhingga pengadilan. Dalamutahap 

iniuaparatupenegak hukum umenegakkan serta umenerapkan 

peraturanuperundang-undanganupidana yang utelah dibuat uoleh 

badan pembentuknundang-undang. Dalamumelaksanakanutugas 

ini,uaparat penegakuhukum harus memegangnteguh unilai-nilai 

keadilanudan dayau guna. Tahapukedua iniudapat jugaudisebut 

tahap ukebijakanuyudikatif.  

3. TahapuEksekusi, yaituutahap penegakanu(pelaksanaan) uhukum 

pidanau secaraukonkret olehnaparat pelaksanaupidana.uDalam 

tahapuiniuaparatnpelaksananpidana ubertugas menegakkan 

peraturan upidanauyang telah udibuat olehnpembentuknundang-

undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan. Aparat pelaksana dalamnmenjalankan tugasnya harus 

                                                           
4
 JimlyuAsshiddiqie, KonstitusiudanukonstitusionalaismeuIndonesia, Sekretariatujendral dan 

kepaniteraanuMahkamahuKonstitusi RepublikuIndonesia, Jakarta, 2006, hlm.385. 
5
 Muladiudan BardauNawawiuArief, Teori-teoriudan KebijakanuPidana, Alumni,uBandung, 

2010, hlm. 173. 
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berpedomannkepada peraturannperundang-undangan pidananyang 

telahndibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan 

nilai-nilai keadilannserta daya guna. 

 

Khususnmengenai penegakan hukum dinbidang lalu lintas, maka 

penegakannhukum lalu lintas dapat diartikannsebagai proses dilakukannya 

upayanuntuk tegaknya atau berfungsinyannorma-norma hukum secara nyata 

sebagainpedoman perilaku dalam berlalulintas.
6
 Undang-UndangnLalu Lintas 

AngkutannJalan juga telah menunjukkannperan Polisi sebagai wakil 

Pemerintahndalam penegakan hukum. Halntersebut dituliskan dalam Pasal 5 

ayat (3) huruf e yangnmemberikan tanggung jawabnpada Polisi selaku instansi 

pembinandi bidang Registrasi dannIdentifikasi Kendaraan Bermotor dan 

Pengemudi, PenegakannHukum, Operasional Manajemen dannRekayasa Lalu 

Lintas, sertanpendidikan berlalu lintas. Selain Pasal tersebutnarti penting 

Polisi dalamnpenerapan Undang-Undang LalunLintas Angkutan Jalan 

semakinnterlihat dalam Pasal 104 ayat (1), (2) dan (3) yang isinyansebagai 

berikut: 

Pasaln104 

(1) Dalamnkeadaan tertentununtuk Ketertiban dan Kelancaran LalunLintas 

dannAngkutan Jalan, petugasnKepolisian Negara RepubliknIndonesia 

dapatnmelakukanntindakann: 

a. memberhentikannarus LalunLintasndan/atau PenggunanJalan;  

b. memerintahkannPengguna Jalannuntuk jalannterus;  

c. mempercepatnarus LalunLintas;  

d. memperlambat arusnLalu Lintas; dan/atau  

e. mengalihkannarah arusnLalu Lintas.n 

                                                           
6
 Res Pekalongan, “Penegakan  Hukum  di  Bidang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan”,  

https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-

dan-angkutan-jalan/, terakhir diakses 3 September 2017. 

https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/
https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/
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(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan 

daripadanperintah yangndiberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu 

Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.  

(3) PenggunanJalan wajib mematuhinperintah yang diberikan olehnpetugas 

KepolisiannNegara Republik Indonesiansebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

Maksudndari kata-kata “keadaan tertentu” yangnterdapat dalamnPasal 

104nayat (1) tersebutndijelaskan dalamnpenjelasannya yang isinyansebagai 

berikut : n 

Yang dimaksudndengan ”keadaan tertentu” adalah keadaan 

sistemnLalu Lintasnberfungsi untuk KelancarannLalu Lintas yang 

disebabkan, antaranlain, oleh: n 

a. perubahannLalu Lintas secara tiba-tibanatau situasional; n n 

b. AlatnPemberi IsyaratnLalu Lintas tidak berfungsi; n  

c. adanyanPengguna Jalan yangndiprioritaskan; 

d. adanyanpekerjaannjalan; n  

e. adanyanbencana alam; ndan/atau  

f. adanyanKecelakaan Lalu Lintas. n 

 

Wewenangnyang diberikan kepadankepolisian tersebutndi atas 

merupakannkewenangan yangnbelum ada padanUndang-Undang Lalu Lintas 

Angkutannjalan. Kewenangannini secara umum olehnPudi Rahardi dinamakan 

sebagainDiskresi Kepolisian.
7
 Pendapatntersebut tidak sejalanndengan 

pendapatnProf Satjipto Rahardjo yangnberpendapat bukan diskresinnamanya 

apabilanhal tersebut diregulasikan.
8
 Ketentuanndalam pasal ininsebenarnya 

sudahnpernah dicontohkan olehnSatjipto Rahardjo dalam bukunyandengan 

permisalannfungsi lampu lalu lintas adalahnuntuk mengatur lalunlintas di 

persimpangannmenjadi lebih tertib dannlancar, tapi apabilantiba-tiba terjadi 

                                                           
7
 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang 

Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.98. 
8
 Awaludin Marwan, Siti Rahma Mary dan Ikhsan Alfarisi, “Narasi HistorisnPemikiran 

Hukum ProgresifnSatjipto Rahardjo”, dalam Mahfud MD dkk, Satjipto Rahardjo dan 

Hukum PogresifnUrgensi dannKritik, Epistema Institute, Jakarta, 2011, hlm.22. 
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lonjakannarus kendaraan makantetap mengoperasikan lampunlalu lintas justru 

hanyanakan menambah masalah. Disinilahnperan polisi lalu lintasndalam 

mengaturnlalu lintas diperlukan sebagainpengganti lampu lalu lintas.
9
 Terlepas 

darinapakah ketentuan Pasal 104 tersebutnmerupakan wujud diskresinataupun 

bukannyang jelas ketentuan dalamnPasal tersebut merupakannkemajuan 

tersendirindalam peraturan perundang-undangannlalu lintas dannangkutan 

jalanndi negeri ini, sekaligusnjuga menunjukkan betapanpentingnya posisi 

Kepolisianndalam menjamin keamanan, keselematan, ketertibanndan 

kelancaranndalam berlalu lintas. n n 

Menyadarinbesarnya tanggung jawabnyang diamanahkan olehnUndang-

Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepadankepolisian, membuatnKepolisian 

NegaranRepublik Indonesia khususnyanyang bertanggung jawabndalam 

bidangnlalu lintas mengeluarkannprogram-program yang dapatnmenunjang 

kinerjanyandalam menjamin keamanan, keselematan, ketertibanndan 

kelancaranndalam berlalu lintas. Program-programnseperti safety ridding dan 

perpolisiannmasyarakatpun dimunculkan olehnkepolisian lalu lintas. Safety 

riding sendirinadalah suatu usaha yangndilakukan dalam meminimalisasi 

tingkatnbahaya dan memaksimalkan keamananndalam berkendara, demi 

menciptakannsuatu kondisi, dimananberadanpada titik tidaknmembahayakan 

pengendaranbermotor lain dan menyadarinkemungkinan bahaya yangndapat 

terjadi dinsekitarnkita sertanpemahamannpencegahan dan 

                                                           
9
 Satjipto Rahardjo, SosiologinHukum Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, 

hlm.105. 
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penangggulangannya.
10

 Adapunnperpolisian masyarakat maksudnyanadalah 

menyelenggarakannpendidikan masyarakatndi bidang lalunlintas, melalui 

kegiatannpemberdayaan masyarakat, pelatihan, penyuluhan dannkampanye 

tertib berlalunlintas.
11

 

Berbagainmacam program yangntelah dimunculkan oleh Kepolisian 

NegaranRepublik Indonesia guna menunjangntugas dan kewajibannyandalam 

hal lalunlintas ternyata tidak sertanmerta dapat menjaminnefektifnya 

penegakannhukum dibidang lalu lintas. Penegakannhukum lalu lintas dapat 

diartikannsebagai proses dilakukannya upayanuntuk tegaknya atau 

berfungsinyannorma-norma hukum secara nyatansebagai pedomannperilaku 

dalamnberlalulintas. Undang-UndangnLalu Lintas Angkutan Jalan menunjuk 

perannPolisi sebagai wakil pemerintah dalamnpenegakan hukum. Hal tersebut 

ditekankanndalam Pasal 5 ayat (3) huruf e yangnmemberikan tanggung jawab 

padanPolisi selaku instansi pembinandi bidang Registrasi dannIdentifikasi 

KendaraannBermotor dan Pengemudi, PenegakannHukum, Operasional 

Manajemenndan Rekayasa Lalu Lintas, sertanpendidikan berlalu lintas. Selain 

Pasalntersebut arti penting Polisindalam penerapan Undang-UndangnLalu 

LintasnAngkutan Jalan semakinnterlihat dalam Pasal 104nayat (1), (2) dan (3) 

Satuannlalu lintas berupaya menciptakannkeamanan dan ketertiban dijalan 

                                                           
10

 Gatta Chairuddin dan T.Supriyadi, Kiat Menuju Minus (-19%) MD Demi Terwujudnya 

“Zero Fatal Traffic Accident” di Kudus, CV.Liandra Citra Pesona, Semarang, 2008, 

hlm.22. 
11

 Mujiyono, MembudayakannTertib Berlaln Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah 

Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Semarang, 2010, hlm.31. 



 

8 

 

raya, dannmelakukan langkahnkonkret guna mewujudkannpembinaan fungsi 

satuannlalu lintas. n 

Dalam upaya menciptakannkeamanan, keselamatan, dannketertiban 

serta kelancaran dalam berlalu lintas diwilayah hukum PolresnKudus. 

Langkahnkonkret tersebut diambilntentu saja dengan tidaknmeninggalkan 

tugasndan fungsi utama darinsatuan lalu lintasntersebut, melainkan 

mengsinergikannlangkah tersebut dengan gagasan-gagasannbaru yang lebih 

kompetitifndan inovatif sesuai karakteristiknKabupaten Kudus. Tujuan yang 

hendakndicapai tentu saja terwujudnyankamseltibcar lantas di Kabupaten 

Kudusnsesuai dengan visi dan misindirektorat lalunlintas PoldanJawa Tengah. 

Selanjutnyanpembinaan fungsi lalu lintasnini juga dilaksanakan dengan 

melibatkannsemua komponen pemangkunkepentingan yang ada, 

pemberdayaannmasyarakat serta kemitraannglobal. Kasatlantas Polres Kudus 

menerangkannbahwa hal tersebut selaras dengannpelaksanaan pencegahan 

kecelakaannlalu lintas sebagaimana dimaksud dalamnPasal 226 Undang-

Undang Nomorn22 Tahun 2009. Langkah-langkahndalam penegakan hukum 

lalu lintasndi wilayah Polres Kudus, meliputi :
12

 pencegahannsecara dini 

melaluinoptimalisasi kegiatan-kegiatan bidangnedukatif masih dirasa sangat 

perlundan penting untuk terusndilaksanakan. Pendekatannini dapat 

dilaksanakanndengan cara pemberdayaannmasyarakat, Pembinaan kelompok 

masyarakat, dalamnwujud : Membuka komunikasinaktif dengan berbagai 

                                                           
12

 www.radiosuarakudus.com//kanseblincar-peran-serta-masyarakat-di-kabupaten-kudus. 

Diakses 19 Agustus 2017. 

http://www.radiosuarakudus.com/kanseblincar-peran-serta-masyarakat-di-kabupaten-kudus
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komunitasnsosial masyarakat sepertinkomunitas pengendara sepeda motor 

(bikers), wujudnyanbisa berupa pengawalannkomunitas.  

Satlantas Polres Kudus telah berupaya menegakkan Undang-Undang 

Lalu LintasnAngkutan Jalan sesuaindengan kewenangan yang dimilikinya 

dengannberusaha maksimal dan berjalanndengan baik dalam pelaksanaan 

penegakkan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Budaya yang 

dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Kudus yang belum 

memberikan dukungan yang baik dalam tercapainya Undang-Undang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan yaitu dikarenakan masih adanya budaya kurang tertib 

dalam masyarakat untuk berlalu lintas, seperti : kelompok/komunitas dimana 

kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan standar keselamatan, suka 

kebut-kebutan/balap liar, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sehingga 

budaya tersebut menyumbang terjadinya tingkat kecelakaan lalu lintas di 

wilayahnhukum PolresnKudus. 

Darinuraian di atas Penulisntertarik untuk melakukannpenelitian 

dengannjudul : “Peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan 

kedisiplinan penggunankendaraannbermotorndi Polres Kudus”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiama peran Polisi Lalu Lintas Polres Kudus dalam upaya 

menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Polres Kudus dalam 

menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas Polres Kudus dalam upaya 

menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Polres Kudus 

dalam menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

D. KegunaannPenelitian 

Kegunaannyang inginndicapai dalam penelitiannini dapat dibagi 

menjadindua, yaitu: 

1. KegunaannTeoritis 

Penelitianninindiharapkan dapatnberguna bagi pengembangannilmu 

hukumnpidana, nkhususnyanyang menyangkut dengan hukum lalunlintas 

dannangkutan jalan, sehingganmemberikan tambahan wacananbaru dalam 

mempelajarindan memahaminilmu hukumnsecara lebih tajam khususnya 

berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas oleh masyarakat di 

Kabupaten Kudus, kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan upaya-

upayanyangndapatndilakukanndalamnpenegakannhukum lalunlintas.  

2. KegunaannPraktis 

a. Hasilndari penelitiannini diharapkan dapatndimanfaatkan sebagaindata 

awalnguna melakukan penjelajahannlebih lanjut dalam bidang kajian 

yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan 

dengannpembahasan dalam penelitian ini; 
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b. Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menjadi salah 

satunsumber hukum materiil yaitu salah satu faktor yang membantu 

memberikan masukan atau menjadi sumbangan pemikiran bagi 

institusinpemerintah dalam mengambil kebijakan berupa 

pembentukan hukum,
13

 yaitu mengenainpenegakan hukum lalu lintas 

olehnmasyarakat Kabupaten Kudus; 

c. Hasilndari penelitian ini diharapkan dapatnmemberikan informasi 

kepadanpemangku kepentingan berkaitan dengan masalahnyang 

dihadapinmasyarakat di Kabupaten Kudusndalam mewujudkan 

penegakannhukumnlalu lintas dan upaya – upaya yang dapat 

dilakukanndalam penegakan hukum lalu lintas. 

E. SistematikanPenulisan 

Penulisannskripsi ini terbagindalam 5 (lima) bab, dimananmasing-masing 

babnterdapat keterkaitannya. Adapunngambaran yang lebihnjelas mengenai 

skripsinini akan diuraikannsebagai berikut : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, 

ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB IInmengemukakan mengenaintinjauan pustaka yangnterdiri dari 

kajiannteoritis yang bergunanuntuk acuan melakukannpembahasan terhadap 

pokoknpermasalahan, yangnterdiri dari sub – subnbab yakni tentangntinjauan 

umumnPolisi Lalu Lintas dan tinjauan umum penegakan hukum.  

                                                           
13

 SudiknonMertokusumo, Op.cit., hlm.83. 
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BAB IIInmenjelaskan tentangnmetode penelitian yangnterdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasinpenelitian, metodenpengumpulanndata, metode 

penentuannsampel, metode pengolahanndan penyajian data, sertanmetode 

analisisndata. 

BABnIV memuat tentangnhasil penelitian dannpembahasan yang 

merupakanninti dari skripsi ininyang meliputi peran Polisi Lalu Lintas Polres 

Kudus dalam upaya menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

dan kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Polres Kudus dalam 

menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 

BABnV merupakannpenutup dari skripsinini yang berisi kesimpulanndan 

saranndari hasil penelitianndan pembahasan tentangntopik penelitian. 

Berdasarkannkesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan peran Polisi Lalu Lintas 

dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna kendaraan bermotor di Polres 

Kudus. 

 

 

 

 

 


